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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia
pasca reformasi, khususnya setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi undang-undang tersebut
memperluas kewenangan militer, termasuk memberikan peluang bagi prajurit militer
aktif untuk menduduki sejumlah jabatan dalam lembaga pemerintahan sipil. Kebijakan
ini memunculkan berbagai perdebatan di ruang publik maupun dalam kajian akademik
mengenai implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil yang selama ini menjadi salah
satu fondasi penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis dinamika politik yang melatarbelakangi revisi UU TNI 2025 serta
menilai implikasinya terhadap pola relasi sipil-militer di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi
kepustakaan terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta
literatur akademik yang relevan. Kerangka analisis penelitian ini menggunakan teori
hubungan sipil-militer, khususnya konsep objective civilian control dan subjective
civilian control yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, serta pemikiran Morris
Janowitz dan Peter D. Feaver mengenai profesionalisme militer dan mekanisme
pengawasan sipil terhadap institusi militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi
UU TNI 2025 diposisikan oleh pemerintah sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan
lingkungan strategis dan berkembangnya ancaman keamanan yang bersifat
multidimensional. Namun demikian, perluasan peluang bagi militer aktif untuk
menduduki jabatan dalam pemerintahan sipil berpotensi menimbulkan tumpang tindih
kewenangan antara institusi militer dan otoritas sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pola relasi sipil-militer di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya berada dalam kerangka
objective civilian control, tetapi juga tidak sepenuhnya kembali pada dominasi militer
sebagaimana pada masa sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan
bahwa pola hubungan sipil-militer di Indonesia pasca revisi UU TNI 2025
menunjukkan kecenderungan menuju model hybrid civil-military control, yaitu suatu
bentuk relasi yang menggabungkan unsurkontrol sipil demokratis dengan keterlibatan
terbatas militer dalam struktur pemerintahan sipil. Model ini mencerminkan adanya
proses adaptasi institusional dalam menghadapi tantangan keamanan modern, namun
pada saat yang sama juga menuntut penguatan mekanisme pengawasan sipil,
akuntabilitas demokratis, serta batasan kelembagaan yang jelas agar tidak mengarah
pada kemunduran reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Kata Kunci: relasi sipil-militer, revisi UU TNI 2025, supremasi sipil, hybrid civil-
military control, demokrasi.
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ABSTRACT

This research is motivated by the dynamics of civil-military relations in
Indonesia in the post-reform era, particularly following the enactment of the revision
of Law Number 3 of 2025 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI).
The revision expands the authority of the military, including providing opportunities
for active military officers to occupy several positions within civilian government
institutions. This policy has generated various debates in the public sphere as well as
in academic discussions regarding its implications for the principle of civilian
supremacy, which has long been considered one of the fundamental pillars of
Indonesia’s democratic system. This study aims to analyze the political dynamics
underlying the revision of the 2025 TNI Law and to assess its implications for the
pattern of civil-military relations in Indonesia. The research employs a qualitative
approach using a descriptive-analytical method through a literature study of policy
documents, laws and regulations, and relevant academic literature. The analytical
framework of this research is based on civil-military relations theory, particularly the
concepts of objective civilian control and subjective civilian control proposed by
Samuel P. Huntington, as well as the perspectives of Morris Janowitz and Peter D.
Feaver regarding military professionalism and civilian oversight mechanisms over the
military institution. The findings indicate that the revision of the 2025 TNI Law is
positioned by the government as an effort to adapt to changes in the strategic
environment and the emergence of multidimensional security threats. However, the
expansion of opportunities for active military personnel to occupy positions within
civilian government institutions potentially creates an overlap of authority between
military institutions and civilian authorities. This condition suggests that the current
pattern of civil-military relations in Indonesia is neither fully within the framework of
objective civilian control nor a complete return to military dominance as seen in the
pre-reform era. Therefore, this research concludes that the pattern of civil-military
relations in Indonesia following the revision of the 2025 TNI Law shows a tendency
toward a hybrid civil-military control model, which combines elements of democratic
civilian control with limited military involvement in civilian governmental structures.
This model reflects an institutional adaptation to the challenges of modern security;
however, it simultaneously requires the strengthening of civilian oversight
mechanisms, democratic accountability, and clear institutional boundaries in order to
prevent a regression in Indonesia’s security sector reform.

Keywords: civil-military relations, revision of the 2025 TNI Law, civilian supremacy,
hybrid civil-military control, democracy.
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